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ABSTRAK 

Nama : AHMAD BAGAS TRIWARDANA 

NIM : 202210110311600 

Judul : PROBLEMATIKA KEKUATAN PEMBUKTIAN 

KETERANGAN SAKSI KEPOLISIAN YANG 

HARUS NETRAL, BEBAS DAN OBYEKTIF, (Studi 

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN.Mlg) 

 

Pembimbing : 1. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H 

2. Naili Ariyani, S.H., M.H 

 

Pada Penelitian ini penulis mengkaji tentang kekuatan pembuktian  keterangan 

saksi kepolisian yang digunakan sebagai alat bukti saksi dalam perkara tindak pidana 

narkotika dengan studi kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Mlg. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kasus. Bahan 

hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data 

tersier dengan teknik pengumpulan bahan dengan observasi, dokumentasi, dan analisis 

data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian alat bukti 

keterangan saksi kepolisian yang di gunakan dalam pembuktian saksi dipersidangan tidak 

kuat seorang saksi harus benar-benar independen, imparsial, objektif, dan jujur. 

(Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP). dan Yurisprudensi MA Nomor 

1531/K/Pid.Sus/2010 telah menguatkan sebagai pedoman bahwa saksi kepolisian 

mempunya kepentingan sendiri agar perkara yang ditanganinya berhasil di Tingkat 

pengadilan Sehingga, menurut penulis, tidak ada satu pun saksi yang merupakan 

saksi faktual yang mengetahui penyalahgunaan narkoba oleh terdakwa. Saksi 

Adalah alat bukti  yang sangat penting dalam mengungkap perilaku kriminal yang 

dituduhkan kepada terdakwa, dimana terhadap penyidik yang bersaksi di 

persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP mengenai 

pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 

kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana 

yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. 
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ABSTRAK 

 

Name : AHMAD BAGAS TRIWARDANA 

NIM : 202210110311600 

Title : THE STRENGTH OF EVIDENCE OF THE 

WITNESS' TESTIMONIUM DE AUDITU 

EVIDENCE READ IN CASES OF SEXUAL ABOUT 

A MINORS BY THEIR BIOLOGICAL FATHERS 

(Decision Study Number 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg) 

Supervisor : 1. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H 

2. Naili Ariyani, S.H., M.H 

 

In this study, the author examines the evidentiary value of police witness 

statements used as evidence in narcotics criminal cases, using Case No. 

90/Pid.Sus/2025/PN Mlg as a case study. This study uses empirical legal research 

with a case approach. The legal materials used in this study are primary data, 

secondary data, and tertiary data with data collection techniques of observation, 

documentation, and data analysis. The results of this study show that the probative 

value of police witness testimony used as evidence in court is not strong; a witness 

must be truly independent, impartial, objective, and honest. (Explanation of Article 

185 paragraph (6) of the Criminal Procedure Code). Supreme Court Case No. 

1531/K/Pid.Sus/2010 has reinforced the guideline that police witnesses have a 

vested interest in ensuring that the cases they handle are successful in court. 

Therefore, according to the author, there are no factual witnesses who know about 

the defendant's drug abuse. Witnesses are a very important piece of evidence in 

uncovering the criminal behavior alleged against the defendant, where 

investigators who testify at trial, as stipulated in Article 1 point 26 of the Criminal 

Procedure Code, define a witness as a person who can provide information for the 

purposes of investigation, prosecution, and adjudication of a criminal case that they 

themselves have seen and experienced. 
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